
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang
Perikanan;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
PemerintahanOaerah;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
PerimbanganKeuanganantara PemerintahPusatdan
Oaerah;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
KeuanganNegara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
PerbendaharaanNegara;

6. PeraturanPemerintahNomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaandan PengawasanAtas Penyelenggaraan
PemerintahanOaerah;

b. bahwa untuk itu perfu ditetapkan dengan Keputusan
Menteri;

MENTERI KELAUTANDAN PERIKANAN,

a. bahwa guna lebih meningkatkan keberhasilan
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan di bidang kelautan dan perikanan
melalui pengawasanfungsional yang berdaya guna
dan berhasil guna, dipandang periu menetapkan
Pedoman Pengawasan Fungsional Ungkup
DepartemenKelautandan Perikanan;

PEDOMAN PENGAWASAN FUNGSIONAL
UNGKUP DEPARTEMEN KELAUTANDAN PERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTANDAN PERIKANAN

NOMOR: KEP.25/MEN/2004

TENTANG

Menglngat

Menlmbang



1. Instruksi PresidenRepublik Indonesia Nomor 15 Tahun
1983 tentang PedomanPelaksanaanPengawasan;

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan
FungsionalAuditor dan Angka Kreditnya;

7. Peraturan Pernerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang
PenyelenggaraanDekonsentrasi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan·Tugas Pembantuan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang
UsahaPerikanan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang
Tarn Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Departemen..Kelautan dan Perikanan;

11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang
Tata Cara PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan
~h; .

12. Keputusan Presiden Nornor 102 Tahun 2001 Tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana
telah diubah terakhlr. dengan Keputusan Presiden
Nomor 22 Tahun 2004;

13. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Togas Eselon I Departemen
sebagaimana...telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan PresidenNomor 23 Tahun 2004;

14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
KEP.241MEN/2002 tentang Tata eara dan Teknik
Penyusunan Peraturan . Perundang-undangan di
Ungkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kelautan dan Perikanan;

Memperhatlkan .



Dalam keputusan inl yang dlmaksud dengan:

1. Pengawasan adalah proses keglatan yang ditujukan untuk menjamln agar
tugas pemerintahan dan pembangunan IIngkup Departemen Kelautan dan
Perikanan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan peraturan
perundang-undangan yang beriaku. .

2. Pengawasan Fungslonal adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh
Inspektorat lenderal Departemen Kelautan dan Perikanan melalui audit,
pengujian, pengusutan, verifikasi, penilaian/evaluasi, dan/atau pembinaan.

3. Audit adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang
dilakukan secara sistematik dengan cara membandingkan antara peraturan
perundang-undangan dan/atau ketentuan dan/atau rencana danratau
program dengan kondlsi dan/atau kenyataan yang ada.

4. Audit Kinerja/Operasional adalah audit yang sistematis pada kegiatan
dan/atau program dan/atau entitas terhadap semua kriteria program dengan
tujuan efisiensi dan efektivitas sumber daya yang digunakan serta kesesuaian
dengan program dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

S. Audit Akuntabilitas adalah audit yang dllakukan oleh auditor dan/atau pejabat
lainnya untuk mengevaluasi dan menilai Idnerja serta pertanggungjawaban
suatu entitas/organisasi secara objektif atas kegiatan-kegiatan
manajemennya.

6. Audit Khusus/Kasus adalah audit yang dilakukan dengan Iingkup audit
tertentu (khusus) meJiputl audit terhadap kasus-kasus yang mengandung
unsur penyimpangan dan penyelewengan keuangan negara, tidak lancamya
pelaksanaan pembangunan, pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dan
pengembangan temuan hasil audit sebelumnya.

7. Audit Tindak Lanjut adalah pengujian kembali terhadap perkembangan tindak
lanjut hasil pengawasan fungsional sebelumnya.

Pasall

BABI
KETENTUAN UMUM

: KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEOOMAN PENGAWASAN FUNGSIONAL
UNGKUP DEPARTEMEN KELAUTANDAN PERIKANAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:



8. Audit Terpadu adalah audit yang dilakukan oleh beberapa
lembaga/badan/unit pengawasan fungsional secara bersama-sama.

9. Pengujian adalah kegiatan' pengawasan fungsional yang dilakukan dengan
care meneliti tentang kebenaran .terhadap sejumlah dokumen dan/atau
barang dengan kriteria yang telah ditetapkan.

10.. Pengusutan adalah kegiatan pengawasan fungsional untuk mencari bahan
bahan, keterangan dan bukti-bukti tentang adanya dugaan penyalahgunaan
wewenang, penyimpangan,' dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku. .

11. Verifikasi adalah kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan untuk
mengetahui kebenaran atas bahan, keterangan, atau bukti.

12. Penilaian/Evaluasi adalah bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang
dilakukan dalam menentukan seberapa besar pencapaian target
dibandingkan dengan reneana/program yang telah ditetapkan.

13. Pembinaan . adalah .upaya pengawalan dan pendampingan terhadap
pelaksanaan program/kegiatan serta membantu pemecahan masalah dalam
rangka mendukung keberhasilan program/kegiatan unit/satuan
kerjajproyek/bagian proyek Iingkup Departemen Kelautan dan Perikanan.

14. Auditan. adalah sasaran objek pengawasan/audit meliputi unit/satuan kerja/
proyek/bagian proyek·lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan.

15. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut PKPT adalah
kebijakan dan program kerja pengawasan fungsional reguler/berkala yang
disusun dan ditetapkan setiap tahun ..

16. Non-Program Kerja pengawasan Tahunan yang' selanjutnya disebut Non
PKPT adalah auditan yang' tidak diprogramkan secara regulerjberkala
dan/atau belum dapat direncanakan sebelumnya.

17. Tugas Dekonsentrasi .adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat
kepada Gubemur sebagai waldl Pemerintah danjatau Perangkat Pusat di
Daerah.

18. Tugas. Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah
dan desa untuk melaksanakantuqas tertentu yang 'disertai pemblayaan,
prasarana, dan sarana, ..serta sumber daya manusia dengan kewajiban
melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang
menugaskan.

19. Gelar Pengawasan adalah pemaparan hasil pengawasan fungsional oleh
Aparat Pengawasan Fungsional di hadapan Aparat/Pejabat terkait lingkup
Departemen Kelautan dan Perikanan. .

20. Departemen adalah Departemen Kelautan dan Perikanan.



Ruang lingkup pengawasan fungsional mencakup:

a. kegiatan umum pemerintahan;

b. pelaksanaan rencana pembangunan, khususnya dalam rangka mencapai
sasaran kinerja instansi departemen;

c. penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan keuangan/kekayaan
negara;

Pasal4

Sasaran pengawasan fungsional yaitu:

a. tercapainya tertib admlnistrasi, manajemen, dan program;

b. tercapalnya penurunan dan/atau menghilangkan segala bentuk
penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dan pendayagunaan
sumber-sumber daya mencakup anggaran, personll, prasarana, dan sarana.

Pasal3

Tujuan pengawasan fungsional yaitu:

a. mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran departemen;

b. mencapal ketaatan dan kepatuhan aparat departemen terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

c. mewujudkan penyeJenggaraan negara yang bersih, transparan, dan bebas
dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal2

BABD

TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG UNGKUP
PENGAWASAN FUNGSIONAL

21. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

22. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Departemen KeJautan dan
Perikanan.



(1) Pengawasan fungsional terdiri dan kegiatan audit, pengujian, pengusutan,
verifikasi, penilaian/evaluasi, dan pembinaan.

Pasal7

(1) Pengawasan fungsional di bidang kelautan dan perikanan di pusat dan di
daerah dilaksanakan oIeh Inspektorat Jenderal sesual dengan tugas dan
wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam
pelaksanaannya mengembangkan pola pengawasan berwawasan
pembinaan yang bersifat preventif edukatif.

(3) PoIa pengawasan berwawasan pembinaan yang·bersifat preventif edukatif
sebagaimana dimaksud ayat (2), diarahkan pada terbenbJknya suatu
sistem kerja yang mampu membina dan membimbing upaya pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi serta untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal6

BABm

PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL

Auditan meliputi:

a. unit,lsatuan kerja IIngkup departemen;

b. unit pelaksana teknis/lingkup departemen;

c. satuan kerja pemerintah daerah yang menyelenggarakan tugas dekonsentrasi
dan tug as pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

PasalS

d. kegiatan aparatur. pemerintah, mencakup bidang kelembagaan,
kepegawaian, dan ketatalaksanaan, termasuk pejabat kepala satuan/unit
kerja yang akan pindah jabatan atau wilayah kerja;

e. tingkat keberhasilan program pokok dan penunjang dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran departemen.



~wasan. funasional Inspektorat Jenderal dilakukan secara:

Pasal8

'(,51 Kegiatan verifikasi sebagaimana dlmaksud ayat (1), meliputi:
a. verifikasi terhadap kebenaran bahan dan keterangan;
b. verifikasi atas sejumlah bukti audit.

'(§l Kegiatan penilaian/evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
a. penllaian/evaluasi terhadap pencapalan target;
b. penilaian/evaluasi terhadapkebljekan, rencana dan program;
"c. penllaian/evaluasl terhadap akuntabilitas kinerja.

t~l; Keglatan pemblnaan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
a. pengawalan/pendampingan terhadap program/kegiatan strategis

departemen;
bl pendampingan pada tataran perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan
,. pemanfaatan kinerja departemen;

.,.-;-';--~

c~· membantu pemecahan masalah dalam rangka mendukung
.keberhasilan
program/kegiatan unit kerja departemen.

"(2) Kegiatan audit sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
a. audit kinerja/operasional;
b. audit akuntabilitas;
c. audit khusus/kasus;
d. audit tindak lanjut.

(~r Kegiatan pengujlan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
a. pengujfan terhadap kebenaran data dan informasi yang diperoleh;
b. pengujian atas tingkat capaian kinerja program/kegiatan;
c. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dan

unit,lsatuan kerja.

(4) Kegiatan pengusutan sebagaimana dlmaksud ayat (1), meliputi:

a. pengusutan terhadap kebenaran laporan dan/atau pengaduan
masyarakat;

b. anallsls sejumlah bukti terhadap dugaan penyimpangan dan
penyalahgunaan wewenang;



Dalam melaksanakan tugas, auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk berwenang:

a. meminta, menerima, mengusahakan, dan memperoleh dokumen, barang
atau benda serta keterangan dan informasi lainnya dan pihak tertentu;

b. melakukan penyelidikan dan/atau audit yang dilaksanakan di kantor auditan;

c. menerima, mempelajari, aan menelaah hasil audit lembaga pengawasan
lainnya dan pengaduan masyarakat;

d. memanggil pejabat dan/atau mantan pejabat serta pegawai lainnya yang
diperlukan keterangannya;

hAl 11

(1) Pengawasan fungsional dilakukan oleh auditor dan/atau pejabat yang
ditunjuk oIeh Inspektur Jenderal.

(2) Auditor dan atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas:
a. melakukan audit dan kegiatan lain yang berhubungan dengan

program pengawasan;
b. melakukan pengujian, pengusutan, verifikasi, penilaian/evaluasi, dan

pembinaan.

Pasal10

(1) Pengawasan fungsional dilaksanakan berdasarkan program kerja
pengawasan.

(2) Program kerja pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi
PKPTdan Non-PKPT.

(3) PKPT disusun dan ditetapkan bersama-sama antara Inspektorat Jenderal
dengan lembaga pengawasan dan instansi terkait lainnya.

(4) Non-PKPT disusun dan ditetapkan oIeh Inspektur Jenderal.

Pasal9

a. terprogram dan berkala;
b. sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan/etau
c. terpadu dengan instansi terkait lainnya.



., .:plnan unit/satuan kelja, kepala kantor, dan. pemimpin proyek/bagian proyek
;.."",,"':menolak pengawasan fungsional dan/atau tidak menindaklanjuti temuan
;~~1.4pengawasan dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai
r~.~nganperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal19

perundang-undangan; atau

d. pemberian penghargaan.

rf~) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

l(~>' Pemantauan, analisis, dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan
fungsional dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.

tl) Tindak lanjut hasil pengawasansebagaimana dimaksud Pasal17 berupa:

a. tindakan administratif kepegawaian;

b. tuntutan ganti rugi, denda, dan/atau sanksi administratif;

c. penyempumaan kelembagaan, ketatalaksanaan, kebijakan, dan
peraturan

PasallS

Setiap unlt/satuan kelja dan/atau auditan .wajib menindaklanjuti seluruh
temuan hasll pengawasan fungsional Inspektorat Jenderal, hasH
pengawasan masyarakat, dan temuan hasll pengawasan lembaga
pengawasan lainnya.

Inspektorat Jenderal dapat melakukan audit tindak lanjut terhadap
perkembangan hasil pengawasan baik secara sendiri-sendiri maupun
terpadu dengan aparat pengawasan fungsional terkait.

,;(4.),'
:! c -

Pasal17

BABVI

PENYELESAIAN nNDAK LANJUT HASIL
PENGAWASAN FUNGSIONAL DAN SANKS!



Teknis operasional dan laporan hasil serta tindak lanjut hasil pengawasan diatur
lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaanyang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 22

BABVUI
LAIN-LAIN

(2) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pengawasan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Keputusan
Menteri.

(1) Inspektorat Jenderal dapat melimpahkan kewenangan pengawasan atas
pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pernbantuan yang. menjadi
kewenangannya kepada aparat terkait seteiah berkoordinasi ter1ebih
dahulu dengan Inspektorat Jenderal.

Pasal21

Pasal20

(1) Kebijakan dan program kerja pengawasan fungsional disusun dan
ditetapkan setiap tahun melalui rapat koordinasi dan/atau pertemuan
bilateral dengan aparat/lembaga pengawasanfungsional terkait.

(2) Koordlnasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputl
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil
pengawasan.

(3) Dalam rangka peningkatan kualitas hasil pengawasan fungsional,
Inspektorat Jenderal melakukan pembinaan pengawasan' fungsional. atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan
meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan
supervisi.

BABVU

KOORDlNASI PENGAWASAN RJNGSIONAL



Nannoko Prasmadjl

~(~"Dlsalln sesual dengan asllnya
gepala Biro Hukumdan Organlsasi

ROKHMIN DAHURI

ttd

Oitetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juli 2004

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kebutusan im rnuiet oenaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal23

BABIX

KETENTUAN PENUTUP


